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Abstract. Abstract is a short description of an article or scientific paper consisting four 
components, This study aims to analyze public sentiment and opinion polarization toward the 
latest KUHAP revision based on discussions on the X platform. Using a descriptive qualitative 
approach, the research examines relevant posts and user comments, categorizing them according 
to sentiment tendencies and thematic patterns. Data were analyzed through qualitative content 
analysis and thematic analysis to identify dominant issues and emerging polarization dynamics. 
The findings show that neutral (41%) and negative (40%) sentiments dominate the discourse, 
while positive sentiment appears only minimally. Negative sentiment is primarily driven by 
concerns over potential abuse of authority, human rights violations, and low public trust in law 
enforcement institutions. The thematic analysis reveals three main issues discussed by users: 
human rights concerns and excessive authority, legal processes and ethics of law enforcement, 
and the perceived effectiveness of the revised KUHAP. The study also identifies clear polarization 
reinforced by echo chamber dynamics, particularly among users opposing the revision. 
Comparisons with previous research indicate that public responses follow a consistent pattern of 
mistrust commonly seen in reactions to controversial policy changes in Indonesia. The study 
highlights the need for transparent and effective legal communication to reduce polarization and 
improve public understanding of legal reforms. 
Keywords: sentiment, opinion polarization, KUHAP, netizens, social media X. 
 
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sentimen dan polarisasi opini warganet 
terhadap revisi KUHAP terbaru melalui percakapan di platform X. Menggunakan pendekatan 
kualitatif deskriptif, penelitian ini menelusuri unggahan dan komentar warganet yang relevan, 
kemudian mengelompokkannya berdasarkan kecenderungan sentimen dan tema diskusi. Analisis 
dilakukan melalui analisis isi kualitatif dan analisis tematik untuk mengidentifikasi isu-isu 
dominan serta pola polarisasi yang muncul. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sentimen netral 
(41%) dan negatif (40%) mendominasi percakapan, sementara sentimen positif hanya muncul 
secara terbatas. Sentimen negatif terutama dipicu oleh kekhawatiran terhadap potensi 
penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak asasi manusia, serta rendahnya kepercayaan 
publik terhadap aparat penegak hukum. Analisis tematik mengungkap tiga isu utama yang 
diperbincangkan, yaitu persoalan HAM dan ekses kewenangan, proses hukum dan etika aparat, 
serta efektivitas revisi KUHAP. Selain itu, ditemukan adanya polarisasi opini yang diperkuat oleh 
fenomena echo chamber, terutama pada kelompok yang menolak revisi. Perbandingan dengan 
studi terdahulu menunjukkan bahwa reaksi publik terhadap revisi KUHAP mengikuti pola 
mistrust yang konsisten pada isu kebijakan kontroversial di Indonesia. Penelitian ini menegaskan 
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pentingnya transparansi dan komunikasi hukum yang lebih jelas untuk meredam polarisasi serta 
meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan hukum. 
Kata Kunci: sentimen, polarisasi opini, KUHAP, warganet, media sosial X. 
 
PENDAHULUAN 

Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terbaru memunculkan 
perhatian luas karena membawa perubahan mendasar dalam proses penegakan hukum, mulai dari 
kewenangan penyidik, mekanisme penahanan, hingga penyadapan. Meskipun ditujukan untuk 
memperbaiki efektivitas peradilan pidana, revisi ini memicu kekhawatiran mengenai potensi 
pelanggaran hak asasi, transparansi, serta risiko penyalahgunaan kewenangan. Dalam konteks ini, 
media sosial memainkan peranan penting dalam membentuk respons masyarakat terhadap 
kebijakan hukum; sejumlah penelitian menunjukkan bahwa platform seperti X/Twitter memiliki 
pengaruh signifikan dalam membangun opini publik terkait isu hukum dan politik (Chadwick & 
Vaccari, 2019; Barbera, 2015). 

Diskusi tentang KUHAP terbaru berkembang pesat di media sosial dan sering kali 
diperkuat oleh misinformasi serta ketidakseimbangan informasi yang beredar. Studi sebelumnya 
menegaskan bahwa misinformasi dapat memperkuat pembelahan opini dan meningkatkan 
intensitas polarisasi dalam diskursus publik digital (Vosoughi et al., 2018; Del Vicario et al., 
2016). Di Indonesia, respons warganet terhadap kebijakan hukum juga kerap dipengaruhi oleh 
persepsi terhadap kredibilitas institusi pemerintah, bukan hanya oleh substansi regulasinya 
(Nugroho & Syarif, 2020; Haryanti & Wirawan, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa opini publik 
terbentuk melalui interaksi antara isu substansial dan dinamika persepsi terhadap otoritas hukum. 

Dalam menganalisis dinamika tersebut, analisis sentimen menjadi metode yang umum 
digunakan untuk memetakan persepsi publik dan telah terbukti efektif dalam mengidentifikasi 
kecenderungan dukungan, penolakan, maupun netralitas terhadap suatu kebijakan (Medhat et al., 
2014; Liu, 2012). Sementara itu, berbagai kajian mengenai polarisasi digital menunjukkan bahwa 
interaksi di media sosial sering membentuk echo chamber, yaitu kondisi di mana pengguna hanya 
berinteraksi dengan kelompok yang memiliki pandangan serupa, sehingga memperkuat polarisasi 
(Sunstein, 2017; Garimella et al., 2018). Fenomena ini juga tampak dalam wacana hukum di 
Indonesia, di mana isu-isu terkait hak asasi, transparansi hukum, dan kewenangan aparat memicu 
percakapan intens serta reaksi publik yang terbelah (Rahmawati, 2021; Kusuma & Anugrah, 
2020). 

Selain itu, studi komunikasi kebijakan menunjukkan bahwa ketidakjelasan informasi dari 
pemerintah sering kali memperbesar ruang interpretasi publik dan mendorong terbentuknya opini 
yang lebih emosional di media sosial (Effendy & Akbar, 2022; Pennycook & Rand, 2019). Dalam 
konteks KUHAP terbaru, kondisi ini berpotensi memperkuat bias, mempercepat penyebaran 
misinformasi, dan menghasilkan polarisasi opini yang tajam. Oleh karena itu, diperlukan kajian 
empiris untuk memahami bagaimana warganet X merespons revisi KUHAP, kecenderungan 
sentimen yang muncul, isu yang dominan diperbincangkan, serta bagaimana polarisasi opini 
terbentuk dalam wacana digital. 
 
METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menganalisis pola 
sentimen dan polarisasi opini warganet terhadap revisi KUHAP terbaru sebagaimana 
tergambar dalam percakapan di platform X. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan 
peneliti menginterpretasikan makna, kecenderungan opini, serta dinamika wacana digital 
yang terbentuk melalui interaksi antar pengguna tanpa melakukan analisis statistik 
kuantitatif. Fokus penelitian diarahkan pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana 
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warganet merespons isu hukum, bagaimana opini mereka terpolarisasi, serta tema-tema 
yang muncul dalam percakapan publik. 

Sumber dan Teknik Pengumpulan Data 
Data utama penelitian berupa teks yang dikutip dari unggahan, komentar, dan percakapan 

warganet di platform X yang membahas revisi KUHAP terbaru. Pengumpulan data dilakukan 
melalui teknik dokumentasi digital, yaitu menelusuri secara sistematis postingan yang memuat 
kata kunci seperti “KUHAP”, “KUHAP terbaru”, “revisi KUHAP”, dan istilah relevan lainnya 
pada periode tertentu ketika isu tersebut mencuat dan ramai diperbincangkan. Pemilihan data 
mempertimbangkan relevansi isi, popularitas diskusi, serta keterwakilan opini yang beragam. 
Selain data dari X, penelitian juga memanfaatkan sumber sekunder meliputi artikel berita, laporan 
kebijakan, dan publikasi ilmiah untuk memperkuat pemahaman konteks. 

Prosedur Penelitian 
Proses penelitian dilakukan dengan (1) Menyeleksi percakapan digital yang relevan dengan 

isu KUHAP terbaru dan menghilangkan konten yang tidak terkait, spam, atau promosi;(2) 
Mengorganisasi dan mengelompokkan data awal berdasarkan kategori opini seperti dukungan, 
penolakan, kekhawatiran, atau respons netral;(3) Mengidentifikasi tema-tema diskusi yang 
muncul, seperti isu HAM, kewenangan aparat, transparansi hukum, kepercayaan terhadap 
pemerintah, serta misinformasi yang berkembang;(4) Menganalisis polarisasi opini, yaitu 
memetakan bagaimana warganet membentuk kelompok pro–kontra atau posisi moderat melalui 
pola narasi dan arah argumen;(5) Membandingkan temuan dengan literatur dan laporan 
sebelumnya untuk memahami kesesuaian atau perbedaan konteks; dan(6) Menyusun deskripsi 
naratif yang menggambarkan kecenderungan sentimen serta pola polarisasi berdasarkan 
interpretasi data yang telah diolah. 

Teknik Analisis Data 
Analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dan 

analisis tematik (thematic analysis). Data yang telah dikumpulkan direduksi, dikodekan, dan 
dikelompokkan untuk menemukan pola makna, kecenderungan sentimen, serta arah polarisasi. 
Sentimen dianalisis dengan mengamati pemilihan kata, nada tutur, dan konteks percakapan, 
sedangkan polarisasi dianalisis melalui kecenderungan penguatan kelompok opini tertentu, 
repetisi argumen, dan pembentukan oposisi wacana. Analisis dilakukan secara iteratif untuk 
memastikan interpretasi yang mendalam dan akurat terhadap data digital. 

Keabsahan Data 
Analisis data dilakukan melalui analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dan Untuk 

menjaga kredibilitas temuan, penelitian menerapkan triangulasi sumber, yaitu membandingkan 
data unggahan warganet dengan berita, dokumen kebijakan, dan kajian akademik. Selain itu, 
dilakukan pemeriksaan konsistensi penafsiran secara berulang, dan peneliti menjaga transparansi 
proses analisis melalui pencatatan langkah analisis secara sistematis. Pendekatan ini memastikan 
bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak hanya bergantung pada satu jenis sumber, tetapi 
merupakan pemaknaan komprehensif dari berbagai perspektif. 
 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini menyajikan hasil analisis sentimen yang dilakukan melalui pembacaan dan 
pengelompokan konten percakapan di platform X terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum 
Acara Pidana (KUHAP) terbaru. Analisis didasarkan pada analisis sentimen otomatis, diikuti 
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dengan analisis isi kualitatif dan analisis tematik terhadap total 941 mention (unggahan dan 
komentar) pengguna X dalam periode penelitian. 

 

Ketimpangan Gender sebagai Warisan Sosial  
Analisis sentimen terhadap total 941 mention menunjukkan bahwa wacana publik 

didominasi oleh sikap Netral dan Negatif. Distribusi sentimen secara rinci adalah sebagai berikut:  

Tabel 1. Perbndingan sentiment 

 

 

 

 

Secara keseluruhan, sentimen pengguna X terhadap pengesahan RUU KUHAP 
cenderung terbagi secara kritis, dengan dominasi Netral dan Negatif (total 81%). Sentimen Netral 
(41%) yang paling dominan mengindikasikan bahwa sebagian besar pengguna X berada dalam 
tahap penyebaran informasi faktual, klarifikasi, atau sekadar membagikan tautan berita resmi 
tanpa penilaian emosional yang kuat. 

Sentimen Negatif (40%) yang hampir setara dengan sentimen Netral, mengindikasikan 
adanya kekhawatiran dan penolakan yang signifikan. Data ini menunjukkan bahwa meskipun 
banyak yang bersifat informatif, kritik substansial terhadap RUU KUHAP tetap menjadi suara 
utama di platform ini. Sentimen Positif yang hanya mencapai 20% menunjukkan adanya 
tantangan komunikasi publik yang besar bagi pihak pendukung kebijakan. 

Analisis Tematik Isu Dominan dalam Percakapan  
Melalui analisis tematik kualitatif (Gambar Konteks Diskusi), ditemukan tiga tema diskusi 

utama yang memicu percakapan intens dan menjadi fokus sentimen pengguna X : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. Isu Hak Asasi Manusia (HAM) dan Kekhawatiran Ekses Kewenangan 
Isu ini menjadi pemicu utama sentimen negatif, sesuai dengan fokus penelitian terdahulu 

yang menyoroti respons publik terhadap reformasi hukum (Haryanti & Wirawan, 2022). 
Percakapan di platform X banyak menyoroti pasal-pasal yang dianggap berpotensi melanggar 
hak-hak sipil atau membuka celah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum. 

Sentimen Jumlah Mention (N) Persentase (%)
Netral 382 41%
Negatif 375 40%
Positif 184 20%
Total 941 100%
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Kekhawatiran muncul terkait mekanisme penahanan, perpanjangan masa penahanan, atau 
pembatasan bantuan hukum yang dapat meminggirkan hak tersangka. Kata kunci yang muncul 
dalam konteks ini adalah “pelanggaran”, “otoriter”, dan “keadilan” yang menekankan 
pentingnya perlindungan HAM di atas efisiensi hukum. 

2. Proses Hukum dan Etika Aparat  
Diskusi intens juga berfokus pada kekhawatiran praktis mengenai implementasi UU ini 

di lapangan. Sentimen negatif yang tinggi sebagian besar didorong oleh ketidakpercayaan 
terhadap integritas institusi penegak hukum. Warganet mengemukakan kekhawatiran bahwa 
revisi KUHAP, alih-alih memperbaiki sistem, justru memperluas celah untuk penyalahgunaan 
wewenang dan korupsi. Isu ini mencerminkan adanya faktor kepercayaan publik (trust) yang 
rendah terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum, sejalan dengan temuan Nugroho & 
Syarif (2020) mengenai persepsi publik terhadap reformasi hukum. 

3. Efektivitas dan Harapan Perbaikan Sistem 
Meskipun sentimen positif rendah (20%), kelompok ini berargumen bahwa revisi 

KUHAP diperlukan untuk memperbaiki inefisiensi dan mempercepat proses peradilan pidana 
yang sudah lama stagnan. Mereka menekankan bahwa modernisasi hukum adalah langkah 
maju untuk menjamin kepastian hukum yang lebih baik. Dalam konteks ini, sentimen netral 
(41%) juga berperan besar, di mana banyak pengguna berbagi informasi tentang perbedaan 
antara KUHAP lama dan baru atau mengajukan pertanyaan mengenai dampak revisi terhadap 
efektivitas penegakan hukum di masa depan. 

Pola Polarisasi Opini dan Echo Chamber 
Polarisasi opini warganet terhadap revisi KUHAP terlihat dari terbentuknya kelompok-

kelompok dengan pandangan yang saling berlawanan dalam percakapan di platform X. Kelompok 
yang mendukung revisi cenderung berfokus pada aspek legal-formal seperti perlunya pembaruan 
perangkat hukum, penegasan kewenangan aparat, dan efektivitas sistem peradilan pidana. 
Sementara itu, kelompok penolak memperlihatkan kekhawatiran terhadap potensi 
penyalahgunaan kewenangan, pelanggaran hak asasi manusia, serta ketidakjelasan mekanisme 
pengawasan dalam KUHAP yang baru. Polarisasi semakin tampak ketika kedua kelompok 
menggunakan narasi yang saling menguatkan posisi mereka masing-masing; kelompok pro 
menekankan manfaat normatif revisi hukum, sedangkan kelompok kontra mendominasi 
percakapan dengan kritik yang didasarkan pada mistrust terhadap aparat penegak hukum dan 
pemerintah. Keberadaan kelompok moderat yang berusaha menilai isu secara lebih kritis dan 
seimbang terlihat, namun kontribusinya relatif kecil dibanding dominasi dua kelompok utama, 
sehingga percakapan warganet tetap menunjukkan kecenderungan polarisasi yang kuat dalam 
merespons isu KUHAP terbaru. 

Perbandingan dengan Studi Terdahulu 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respons warganet terhadap revisi KUHAP 

memiliki pola yang sejalan dengan studi terdahulu mengenai reaksi publik terhadap kebijakan 
kontroversial, seperti temuan pada penelitian mengenai tanggapan warganet terhadap program 
Tapera (Putra & Lestari, 2023). Kedua isu sama-sama memicu meningkatnya ekspresi kecurigaan 
dan kritik keras terhadap pemerintah, terutama terkait transparansi kebijakan dan potensi dampak 
negatif bagi masyarakat. Temuan ini konsisten dengan teori public mistrust yang menyatakan 
bahwa persepsi negatif terhadap kredibilitas institusi sangat memengaruhi arah opini publik di 
ruang digital (Chadwick & Vaccari, 2019). Namun, terdapat perbedaan penting antara kedua 
konteks tersebut. Pada isu Tapera, sentimen negatif lebih dominan karena masyarakat merasakan 
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dampak langsung terhadap kondisi ekonomi mereka, sedangkan pada revisi KUHAP sentimen 
netral lebih banyak muncul karena karakter isu yang teknis dan membutuhkan pemahaman lebih 
mendalam. Perbedaan ini sesuai dengan teori polarisasi Sunstein (2017), yang menjelaskan bahwa 
isu dengan dampak langsung cenderung memperkuat reaksi emosional dan mempercepat 
pembentukan kelompok pro–kontra yang ekstrem, sementara isu yang lebih teknis memunculkan 
ruang diskusi yang lebih moderat. Selain itu, kecenderungan pembentukan echo chamber pada 
kelompok kontra yang terlihat dalam penelitian ini juga sejalan dengan temuan Garimella et al. 
(2018), yang menyatakan bahwa pengguna media sosial dengan pandangan kritis terhadap 
institusi tertentu cenderung saling menguatkan narasi di dalam kelompoknya sendiri. Dengan 
demikian, penelitian ini tidak hanya memperkuat temuan sebelumnya, tetapi juga menambahkan 
pemahaman baru bahwa respons terhadap revisi KUHAP menunjukkan tingkat polarisasi yang 
lebih kompleks karena sifat isu hukum yang tidak berdampak langsung tetapi sarat kecurigaan 
terhadap institusi penegak hukum. 

KESIMPULAN 
Penelitian ini menunjukkan bahwa respons warganet terhadap revisi KUHAP didominasi 

oleh sentimen netral dan negatif. Sentimen netral muncul dari pengguna yang masih mencari 
pemahaman mengenai substansi revisi, sedangkan sentimen negatif dipengaruhi oleh 
kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan dan rendahnya kepercayaan 
terhadap aparat penegak hukum. Sentimen positif hanya muncul dalam jumlah terbatas dan 
umumnya berasal dari pandangan yang menilai perlunya pembaruan hukum acara pidana. 

Analisis juga mengungkap adanya polarisasi opini, terutama antara kelompok yang 
mendukung revisi dan kelompok yang menolak. Polarisasi semakin diperkuat oleh fenomena echo 
chamber, di mana pengguna cenderung berinteraksi dengan akun yang sepaham sehingga 
memperkuat narasi tertentu, khususnya kritik terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. 
Dibandingkan dengan studi terdahulu, seperti penelitian mengenai reaksi warganet terhadap 
kebijakan Tapera, pola mistrust publik terlihat konsisten, meskipun isu KUHAP memunculkan 
lebih banyak sentimen netral karena sifatnya yang lebih teknis dan tidak berdampak langsung. 

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan 
hukum sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi pemerintah dan tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap institusi negara. Oleh karena itu, transparansi dan strategi komunikasi yang 
lebih jelas diperlukan untuk meminimalkan kesalahpahaman serta meredam polarisasi opini di 
ruang digital. 
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